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NOMOR    3   TAHUN 2016 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN 

 

I. UMUM 

Kebutuhan penyediaan fasilitas umum berupa Pemakaman umum di 

Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan 

tingkat kematian yang menunjukan peningkatan setiap tahunnya di 

Kabupaten Boyolali. Adanya kecenderungan munculnya perumahan baru 

yang dikembangkan oleh investor tanpa menyediakan fasilitas Pemakaman 

umum menjadikan salah satu masalah dalam penyediaan kebutuhan tanah 

untuk Pemakaman umum. 

Tatanan di masyarakat yang berkembang terkait dengan Pemakaman 

umum yang cenderung menolak adanya warga baru atau pendatang yang 

dimakamkan di Pemakaman umum yang dimiliki oleh warga setempat. 

Praktik dalam penyelenggaraan pelayanan yang bersifat publik didasarkan 

pada asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, 

keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan 

perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan 

perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, 

kemudahan, serta keterjangkauan. 

Seiring dengan beberapa hal diatas, saat ini Kabupaten Boyolali 

masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 

1972 tentang Pengawasan Pemeliharaan dan Penggunaan Kuburan-Kuburan 

Umum, sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika 

perkembangan masyarakat. 

Oleh karena itu di Kabupaten Boyolali perlu ada aturan baru yang 

mengatur teknis dan administrasi terkait Penyelenggaraan Pemakaman, baik 

terkait penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat 

Pemakaman dan Pengabuan Jenazah. Diharapkan Penyusunan Peraturan 

Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman dapat menjadi salah satu 

kebijakan dalam rangka menertibkan penyelenggaraan makam, baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan 

yang ada di Kabupaten Boyolali. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  

Cukup jelas. 
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Pasal 2  

Yang dimaksud Asas Pemanfaatan Tanah adalah penyelenggaraan 

pemakaman menitikberatkan pada efisiensi dan efektifitas 
penggunaan tanah secara proposional, berkeadilan dan sesuai 
dengan ketentuan tata ruang. 

Yang dimaksud Asas Keagamaan adalah pemakaman merupakan 
proses yang berkaitan erat dengan tata cara keagamaan sehingga 

jaminan terhadap hak-hak individu dalam melaksanakan 
pemakaman berdasarkan agama yang dianut masing-masing dapat 
terpenuhi selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan. 

Yang dimaksud Asas Sosial Budaya adalah menyelaraskan pada 
kearifan lokalitas wilayah Kabupaten Boyolali baik secara adat 

istiadat, sejarah maupun norma-norma sosial. 

Yang dimaksud Asas Kualitas Lingkungan Hidup adalah pemakaman 

merupakan bagian dari ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologis 
yang dapat memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar, 
menekan dampak pencemaran dan mampu meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup secara berkesinambungan. 

 

Pasal 3  

Cukup jelas. 

Pasal 4  

Cukup jelas. 

Pasal 5  

Cukup jelas. 

Pasal 6  

Cukup jelas. 

Pasal 7  

Cukup jelas. 

Pasal 8  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 9  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 
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Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

Ayat (8)  

Pemakaman Massal adalah makam yang berisi lebih dari 

satu Jenazah. Pemakaman massal dilakukan jika terjadi keadaan 
darurat akibat bencana alam yang menyebabkan sejumlah besar 
orang meninggal dan Jenazahnya perlu dengan segera dikuburkan. 

Dalam kasus terjadinya bencana alam, kuburan massal digunakan 
untuk mencegah infeksi dan penyakit. 

Ayat (9)  

Cukup jelas. 

Ayat (10)  

Cukup jelas. 

Pasal 10  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 11  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Pasal 12  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang 
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan tindakan 

pembongkaran makam dalam rangka pemeriksaan Jenazah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Makam
https://id.wikipedia.org/wiki/Jenazah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian
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Pasal 13  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Pasal 14  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Makam yang izin penggunaan tanah makamnya tidak berlaku 

dapat digunakan sebagai Makam Tumpangan. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Pasal 15  

Yang dimaksud dengan Jenazah orang terlantar adalah Jenazah 

gelandangan, Jenazah yang tidak terurus/tidak ada yang 
bertanggung jawab, dan sejenisnya. 

Pasal 16  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 17  

Cukup jelas. 

Pasal 18  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 19  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 
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Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 20  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 21  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 22  

Cukup jelas. 

Pasal 23  

Cukup jelas. 

Pasal 24  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan abu Jenazah adalah 

tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium dan dipergunakan 
untuk menyimpan abu Jenazah setelah dilakukan Pengabuan 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 25  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 26  

Cukup jelas. 

Pasal 27  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 
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Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Pasal 28  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 29  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 30  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Pasal 31  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 32  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan revitalisasi adalah kegiatan pemugaran 

untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal. 
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Pasal 33  

Cukup jelas. 

Pasal 34  

Cukup jelas. 
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